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Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il
tahun 2017 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan
visi, misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparaiur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |l atas
pencapaian oufput/suboutput penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |l sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang
berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan
hasil pencapaian oufcome program/output penting kegiatan yang dilaksanakan Unit
Organisasi Eselon | Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas
pencapaian sasaran strategis/outcome program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI
dan Badan Peradilan dibawahnya, sebagaimana teriuang dalam Rencana Strategis
(Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2015 - 2019

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan
tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Bintuhan
Kelas Il dalam rangka mewujudkan good governance. Diharapkan apa yang telah
dicapai Pengadilan Negeri Sengeti Kelas |l dalam kurun waktu tersebut dapat
memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan
karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il yang telah melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas || serta semua pihak yang
telah membantu penyusunan Laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya
kepada kita semua. Amin.

_“Bintuhan, Februari 2018
- KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

" 3
" EAISAL/SH.,
-NIP- 19780516 200712 1 002




Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuha Kelas
Tahun 2017 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il Tahun 2015 — 2019 dan Rencana
Kinerja Tahunan 2017 yang telah ditetapkan melaiui Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Penyusunan LAK|IP Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il Tahun 2017 ini pada
hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai
akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun
2017. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan
manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang
menitikberatkan pada wupaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan
kepemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR
No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, Pengadilan Negeri
Bintuhan Kelas Il telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan
tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah
dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il Tahun 2015-2019.

Visi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas Il mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas || adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bintuhan

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bintuhan

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bintuhan

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui
penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan
tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah:

Pertama : Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

Kedua : Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; dan



Ketiga . Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas || memenuhi
tujuan pertama dan kedua tersebut.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran perfama adalah Terwujudnya
Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, Kedua adalah Peningkatan
efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; Ketiga adalah Meningkatnya akses
peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan Keempat adalah Meningkatnya
kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan
14 indikator kinerja dan 14 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa
dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun
2017, terdapat 9 Indikator Kinerja yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%), Dan
4 Indikator Kinerja diatas 90%.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Pengadilan Negeri

Bintuhan Kelas Il adalah sebesar 95%. Rincian capaian kinerja masing-masing indicator

tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut :

N  Sasaran Strategis Capaian(%)

0
1. | Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, 99%
| dan akuntabel. .
2.  Peningkatan  efektifitas pengelolaan penyelesaian 90%

| perkara S - ¥
3. Meningkatnya akses peradilan bagi 90%

masyarakat miskin dan terpinggirkan

4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan 100%
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan 95%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis | pada Tahun 2017
adalah Sebesar 99%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam
table berikut :

Terwujudnya Proses peradilan yang pasti,;ransparan, dan akuntabel

No  Indikator Kinerja Target Realisas Capaian
- (%)
i




a. Persentase sisa perkara yang  100% 100% 100%

diselesaikan :
- Perdata
- Pidana

b. Persentase perkara : 95% 96% 100%
- Perdata
- Pidana
yang diselesaikan tepat

c. @ Persentase penurunan sisa 50% 64% 100%
perkara:
- Perdata

d. Persentase perkara yang Tidak  90% 90% 100%
Mengajukan Upaya Hukum :
- Banding
-  Kasasi
- PK

e. Persentase Perkara Pidana Anak  50% 50% 100%
yang Diselesaikan dengan Diversi

f.  Index responden pencari keadilan =~ 75% 69% 92%
yang puas terhadap layanan
peradilan

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis | 99 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis || pada Tahun 2017
adalah sebesar 80%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table
berikut:

Peningkatan Efekiivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No | Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
a. Persentase Isi Putusan Yang | 100% | 100% 100%
Diterima Oleh para pihak Tepat
Waktu B .

b  Persentase Perkara yangi 10% | 0% 0%

Diselesaikan melalui Mediasi

¢ Persentase berkas perkara yang 100% 100% 100%
diajukan Banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat wakiu

d Persentase putusan perkara yang PN Bintuhan tidak berwenang
menarik  perhatian masyarakat | menerima, memeriksa, mengadili
yang dapat diakses secara online dan memutus perkara Tipikor

| dalam waktu 1 hari setelah diputus

_ Rata rata capaian kinerka pada sasaran strategis Il - 9%0%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis Il



Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis |ll pada Tahun 2017 adalah

sebesar 90% Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja

Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan

Persentase Perkara yang
diselesaikan di luar Gedung

Pengadilan _
Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang

Mendapat Layanan  Bantuan
‘Hukum (Posbakum)

Target

10%

Realisasi

0%

Capaian (
%)
0%

PN Bintuhan tidak memiliki
zefting plaatz

100%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strateg{s i

100%

100%

90 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2017

adalah Sebesar 100%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam
table berikut :

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (abces to justice)

N

0
a.

Rata-rata capaian kinerja pa;da ééséran Strategis IV

Indikator Kinerja

Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Target

80 %

Realisas

100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 (Dipa 01 dan Dipa 03)

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017

Capaian (

E .

100%

100 %

Melalui LKIP Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il Tahun 2017 ini
menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai

dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il Tahun 2015 - 2019.

: Rp. 3.069.595.000
: Rp. 2.848.673.735

dapat
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. GAMBARAN UMUM

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il merupakan lingkungan peradilan umum di
bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan
tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada
tingkat pertama.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili
agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :

1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum,
terutama asas keadilan.

2. Harus dapat menunjukan penerapan hukum yang ada tanpa suatu
diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan,
terutama rasa keadilan pencari keadilan.

3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui)
Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan

5. Walaupun ada diskresi,putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada
Fakta yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus
dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan
oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan
administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban
dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran
penyelenggaraan peradilan.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI
dengan agenda pembaharuannya , maka di Pengadilan Negeri Sengeti Kelas Il memiliki

program prioritas antara lain :

1. Program Keterbukaan Informasi

Dengan ada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
1144/KMA/SK/VI/2007 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor :

LKJIP PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2007 | 0




LKJIP PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2017

144/KMA/SK/I/2011, maka pada Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |l sudah ada
Web Site dengan alamat pn-sengeti.go.id, Selain itu dengan program penelusuran
perkara (SIPP) telah menginplementasikan CTS Versi 3.2.0

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan
Pada program ini Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |l telah menyediakan meja
informasi, meja pengaduan dan meja pelayan terpadu satu pintu meskipun
sarananya masih terbatas.

2. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kantor Pengadilan Negeri Bintuhan

Kelas Il dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Promosi staf ke Jabatan Fungsional kepaniteraan tidak diimbangi dengan
dengan penambahan jumlah staf/pegawai.

2. Tenaga Sumber daya manusia (SDM), khususnya menyangkut pegawai/staf
yang berkaitan dengan IT /operator aplikasi tidak ada, sehingga untuk
penyelesaian tugas-tugas tersebut dirangkap oleh Kasubag

3. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |l, khususnya
menyangkut Belanja Modal seperti Peningkatan Jalan Kantor ( yang masih tanah
merah) dan Pembangunan Rumah dinas Jabatan yang belum ada.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1.

Kedudukan

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il didirikan pada tahun 2009 berdasarkan
Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Pengadilan yang salah satunya adalah Pembentukan Pengadilan Negeri
Bintuhan Kelas Il dan resmi beropearsi pada tanggal Februari 2009. Pengadilan Negeri
Bintuhan Kelas Il berkedudukan di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
yang mempunyai wilayah Hukum di Kabupaten Kaur, Propinsi Jambi. lbu Kota
Kabupaten Kaur berada di Bintuhan terietak 246 Km dari Kota Bengkulu dengan luas
wilayah 2.469 Km? secara geografis Pengadilan Negeri Sengeti terletak antara 4°35' -
21" LS dan 103°25'00"BT.

Secara administratif Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il terletak di Komplek
Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kaur dengan wilayah hukumnya meliputi 15
(sebelas) kecamatan, 3 Kelurahan dan 192 Desa dengan berbagai macam latar
belakang suku, pendidikan, agama, dan kemampuan perekonomian yang beraneka

ragam.
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2. TUGAS

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il adalah pelaksana kekuasaan kehakiman
yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di
wilayah hukum Kabupaten Kaur berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai
tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang
diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas
Il terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |l
menyelenggarakan fungsi utama yaitu:
1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding,
kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
2) Fungsi nasehat
a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan
dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang
meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga
pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
3) Fungsi Administratif
Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum,keuangan dan
kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokokteknis
peradilan dan administrasi peradilan.
4) Fungsilain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadiii danmemutus perkara
berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan
Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

C. Struktur Organisasi
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Stuktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian

serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional
untuk mencapai suatu tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan pemisahan kegiatan
pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi
dibatasi.

Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Bintuhan sesuai dengan keputusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. KMA/003/11/1992 tanggal 24 Pebruari 1992,
bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua
dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan bertanggung
jawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan.

Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan
Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat,
menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serita memberi kesempatan bagi
semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Disamping itu, para
Pimpinan Pengadilan mengelola (managerial skil) yang meliputi rencana Kkerja
(programming), pelaksanaan (actuating), aturan pelaksanaan (organizing) dan mengawasi
pelaksanaannya (controlling).

Pada tanggal 8 Oktober 2015 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
menandatangani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Peraturan
Mahmakah Agung ini mengatur pemisahanan antara panitera dan sekretaris pada

pengadilan sesuai dengan Cetak Biru (blueprint) Pembaharuan Peradilan 2010-2035.
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STUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS I
TAHUN 2017
KETUA
WAKIL KETUA
HAKIM — :
PANITERA SEKRETARIS
-
r. ,___._Lfi -- ST i |
PANITERA PANITERA PANITERA KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG
MUDA PERENCANAAN, KEPEGAWAIAN & UMUM DAN
— MUDA PIDANA MUDA HUKUM T1, & PELAPORAN ORTALA KEUANGAN
1 1 | | - I I
STAF STAF STAF STAF STAF STAF
PANITERA PENGGANTI JURUSITA | JURUSITA PENGGANTI

Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas, dijelaskan bahwa Pengadilan
Negeri Bintuhan Kelas 1l dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi
seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan.
Dibawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris
yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua. Panitera membawahi bagian administrasi
perkara dan Sekretaris membawahi administaris umum. Pada bagian administrasi
perkara terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda
Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian administrasi umum terdapat tiga

Kepala Sub Bagian, yaitu Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan
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Ortala, Kasubag Perencaan, Tl dan Pelaporan dan Kasubbag Umum dan Keuangan .
Yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera Pengganti dan

Jurusita/Jurusita Penggati mempunyai garis koordinasi dengan Panitera

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bintuhan sesuai struktur
organisasi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |l adalah sebagai berikut :

1. Ketua adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas
bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).

2. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan
melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3. Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas
perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri
melakukan pemeriksaan tambahan uniuk mendengar sendiri para pihak dan
saksi,maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara
persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam
musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam
persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan
pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya

4. Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang
Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,
buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan,
menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Panitera Muda dan Panitera
Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan,
mengeluarkan salinan putusan, menerima dan mengirimkan berkas perkara dan
melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua
Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

5. Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan,
pengurusan surat menyurat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi
Kepegawaian, Keuangan, dan Umum.

6. Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan
persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain
yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada
setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima
kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyerahkan salinan
Putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya, menyiapkan berkas
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perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali dan menyerahkan
arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan
persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain
yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada
setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberi nomor register pada
setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari
persidangannya dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register,
disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyerahkan salinan putusan kepada
Jaksa, Terdakwa atau Kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa
ditahan, menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan
kembali, permohonan grasi dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda
Hukum.

Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan
statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara,
dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan menyimpan barang-barang bukii
yang diserahkan Jaksa.

Kasub Kepegawaian dan Ortala adalah melaksanakan sebagian tugas dalam
mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri Pekanbaru,
dan pegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
tugas-tugas menangani keluar masuknya pegawai, menangani pensiun pegawai,
menangani kenaikan pangkat pegawai, menangani mutasi pegawai, menangani tanda
kehormatan dan menangani usulan/ promosi jabatan, dil.

Kasub Perencaan, Tl dan Pelaporan adalah melaksanakan sebagian tugas di
bidang penyusunan anggaran, memastikan pengelolaan sarana prasana teknologi
informasi dapat berjalan denagan baik dan penyusunan laporan.

Kasubag Umum dan Keuangan adalah Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan,
melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan memberikan pelayanan guna terciptanya
proses peradilan, menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat
perkara.

Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat

penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari
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tahanan atau dirubah jenis penahanannya, membuat berita acara sidang, mengetik
putusan, dan petikan Putusan Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya
dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muada
Perdata bila telah selesai dimutasi.

13. Jurusita adalah bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh
Hakim Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran,
protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan penyitaan atas
perintah Ketua Pengadilan Negeri, membuat berita acara penyitaan, yang salinannya
kemudian diberikan kepada pihak- pihak terkait.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian
kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il selama tahun 2017. Capaian kinerja
2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (permormance agreement)
2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja
dimasa mendatang.Dengan demikian sistimatikan penyajian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |l tahun 2017 adalah sebagai berikut :

KATA

PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Bab | PENDAHULUAN
Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri
Bintuhan Kelas |l dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain :
a. Latar Belakang (Gambaran Umum dan Permasalahan Utama)
b. Tugas dan Fungsi
c. Struktur Organisasi pada Pengadilan
d. Sistematika Penyajian.
Babil PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
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Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja Pengadilan yang berisikan
antara lain :
a. Rencana Strategis 2015 - 2019
(1. Visi dan Misi, 2. Tujuan dan Sasaran Strategis, 3. Program Utama dan
Kegiatan Pokok)
b. Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Bablll AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |l yang
terdiri dari :

a. Pengukuran Kinerja(Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)

b. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran
organisasi denganpengungkapan dan penyajian dari hasilpengukuran kinerja

c. Akuntabilitas Keuangan.

BabIlV  PENUTUP
a. Kesimpulan
b. Saran-saran
LAMPIRAN-LAMPIRAN
berisi antara lain :
1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas ||
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Matriks Renstra 2015 - 2019
4. Rencana Kinerja Tahun 2015
5. Penetapan Kinerja Tahun 2015
6.Pengukuran Kinerja Tahun 2015
7. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerjalnstansi Pemerintah (LKjIP)
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BAB Il

PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 — 2019

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bintuhan, merupakan gambaran dari
kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2015 -
2019 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai
sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan , sasaran yang telah

ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2015-2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan
yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan
perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |l diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional
Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 , sebagai pedoman dan pengendalian kinerja
dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi
serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.

Visi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |l mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Bintuhan, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bintuhan
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N

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

bt

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bintuhan

i

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bintuhan

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan
visi dan Misi Pengadilan Negeri Negeri Bintuhan Kelas II.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |l adalah
sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

b. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan
Negeri Bintuhan Kelas |l adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh
sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari
keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Negeri Bintuhan
Kelas |l menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam
penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il membuat
perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara
yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara
dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain :
a. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan
b. Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat wakitu
c. Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi

dan Peninjauan Kembali
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e. Persentase perkara pidana anak yang diselesakan dengan Diversi
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang memiliki
indikator kinerja sebagai berikut:
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara
lengkap dan tepat waktu
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang
memiliki indikator kinerja sebagai berikut:
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai
Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |l dalam  Tahun 2015 - 2019
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INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis

dalam mencapai tujuan.

Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut :

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Penjelasan

1 Terwujudnya |a. Persentase sisa perkara ' .

: . : Jumlah sisa perkara yang diselesaikan 9
Prose_s yang diselesalkan: Jumlah sisa perkara yayxgﬁams diselesaikan X100%
Peradilanyang - Perdata
Pasti, - Pidana .
Transparan dan |Catatan :
Akuntabel Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
b. Persentase perkara :

- Perdata Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berja  x 100 9

- Pidana Jumlah perkara yang ada

yang diselesaikan tepat Catatan:

waktu e Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan
- dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa
awal tahun dan perkara yang masuk)
= Jumiah perkara yang ada = Jumlah perkara yang
diterima tahun berjalan
= Penyelesaian perkara tepat wakiu = perkara
yang diselesaikan tahun berjalan

c. Persentase penurunan sisa
, Tn.l =Tn
| perkara T Tni X 100%
- Perdata ’
- Felata Tn = Sisa perkara tahun berjalan
Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya
Catatan :

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus
pada tahun berjalan

[ Persentase perkara yang Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya h

:iitr:'u.angaukan upays Jumlah putusan perkara x199%

2‘ izggis?g Catatan :

c: Peninjauan Kembali e Upaya hukum = Banding, Kasasi, Peninjauan
Kembali

e Sucara hukum semakin sediki yang mengajukan
upaya hukum, maka semakin puas atas putusan
pengadilan
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e. Persentase perkara pidana
anak yang diselesakan | Jumlah perkara pid anak vang diselesaikan secara (_
dengan Diversi Jumlah perkara pidana anak

X 100%

Catatan :
| Diversi anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai
pelaku kejahatan melainkan sebagai korban

Index responden pencari

Index kepuasan pencari keadilan

Catatan :

PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal
24 Februari 2004 tentang Pedoman Umumn
Penyusunan Index kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan
Peraturan Menteri PAN Nomor : 16 Tahun 2014
tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat
terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik

a. Persentase isi putusan
yang diterima oleh para .. _
pihak tepat waktu wﬂl}ﬂ f’;”;ﬁ::ﬂm tepat wakitl 5 165 0,
b Persentgse perkara_yang ) ;mlah p;l;ara yang disele_saikan melalui med; .
diselesaikan melalui : - — X 100 %
e Jumlah perkara yang dilakukan melalui medias
mediasi
Catatan :
Perma No. 1 Tahun 2016 tenatang prosedur mediasi
di Pengadilan
c. Persentase berkas Jumlah berkas perkara yang diajukan bandin,
perisara yang dl.aJUKan Kasasi dan PK secara lengkap
Banding, Kasasi, dan PK ' X 100 %
secara lengkap dan tepat Jumlah berkas perkara yang dimohonkan band____,
waktu Kasasi,dan PK
d. Per:entase putusan_k Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan
perkara yang menari ; X 100 %
perhatian masyarakat dumish perkard prodeo ’
yang dapat diakses Catatan :
secara online dalam Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
waktu 1 hari setelah pemberian Layanan Hukum bagi Mayarakat Tidak
diputus mampu di Pengadilan
Persentase perkara Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan
prodeo yang diselesaikan Tualah perkara prodeo X 100 %

akses peradilan
bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Catatan :

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
pemberian Layanan Hukum bagi Mayarakat Tidak
mampu di Pengadilan
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Persentase perkara yang Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung lan

diselesaikan di luar , - —= X 100%
gedung pengadilan Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan
gedung pengadilan

Catatan :

« PERMA No. 1 Tahun 2004 tentang Pedoman
pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak
mampu di Pengadilan

e Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang
diselesaikan di luar kantor Pengadilan (zetting
plaatz, sidang keliling, maupun sidang digedung-
gedung lainnya)

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang
Mendapatkan Layanan bantuan hukum
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu

Persentase Pencari
keadilan Golongan
tertentu yang mendapat

X 100 %

layanan

Catatan :

e« PERMA No . 1 Tahun 2004 tentang Pedoman
pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak
mampu di Pengadilan

e Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan
terpinggirkan (Marjinal)

Meningkatnya Persentase putusan Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti
kepatuhan pariar pardata yang Jumlah putusan perkara yang sudah BHT 3 109 %
terhadap d:!lndak lanjuti

putusan (dieksekusi) Catatan

Pengadilan BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu
kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Bintuhan, perlu
ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas
untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun programdan kegiatan
pokok Pengadilan Tinggi pekanbaru mengacu pada Mahkamah Agung Rl adalah sebagai
berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:
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a. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

a. Peningkatan kualitas pengawasan

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
Program dan Kegiatan tersebut untukmencapaisasaran strategis:

a. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan

b. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan
peradilan

B. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas I
memuat angka target kinerja tahun 2017 untuk seluruh indikator kinerja yang ada
pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen
yang harus dicapai dalam periode tahun 2017. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja
tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan
diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai
Penetapan Kinerja.

TABEL RENCANA KINERJA TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II
TAHUN 2017

No Sasaran Indikator Kmerxa Tatget ?Pfjr'og'i'aﬁ'n Kagiatan Indikator Targat Anggararir

e TR i e il i Kegiatan = /Rp
1| Terwujudnya 'a. Persentase sisa 100% Peningkatan Perkara yang Jumlah 122 Rp.
Proses perkara yang Manajemen diselesaikan Perkara Perkar 31.440.000,
| Peradilan yang diselesaikan : Peradilan Umum Ditingkat yang a -
Pasti, - Perdata Pertama masuk
Transparan dan - Pidana tahun
Akuntabel 2017
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'b. Persentase
perkara :
- Perdata
- Pidana

yang
diselesaikan
tepat waktu

95
%

Dukungan Gaji dan Jumlah |
Manajemen dan Tunjangan  Hakim
Pelaksanaan dan
Tugas Teknis Pegawai
Lainnya Tahun
Mahkamah 2017
Agung
Operasional Realisasi
dan Non Belanja
Opersional Bahan
Perkantoran Dan
Belanja
Barang
Peningkatan Pengadaan Jumiah
sarana dan Teknologi pengadaa
Prasarana Informasi n
Aparatur Teknologi
Mahkamah Informasi
Agung Tahun
2017
Pengadaan |Jumlah
Peralatan dan Pengadaa
Fasilitas n ,
Perkantoran Peralatan
Dan
Fasilitas
Perkantor
an
Pengadaan Jumlah
Teknologi Pengadaa
Informasi n
Pendukung Peralatan
SIPP dan
Fasilitas
Perkantor
an
Pengadaan Jumiah
Alat Pengolah Pengadaa
Data dan n
Komunilkasi Peralatan
Dan
Fasilitas
Perkantor
_ an
Peningkatan Perkara yang Jumlah
‘Manajemen diselesaikan Perkara
|Peradilan Ditingkat \yang
Umum Pertama masuk
‘tahun
_ 2017
Dukungan Gaji dan Jumiah
Manajemen dan Tunjangan Hakim
Pelaksanaan dan
Tugas Teknis Pegawai
Lainnya Tahun
Mahkamah 2017

16
Orang
Pegaw
ai

95 %

1818

32 Unit

10 Unit

4 Unit

122
Perk
ara

16
Or
an

g

i

Rp.
1.711.396
.000,-

Rp.
770.439.0
00,-

Rp.5.000.
000,-

Rp.
377.000.0
00,-

Rp.
97.500.00
0

Rp.
42.500.00
0.-

31.04
0.000,

Rp.
1.711.
396.0
00
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Agung Operasional Realisasi Rp.
dan Non Belanja 770.4
Opersional Bahan 39.00
Perkantoran Dan 0,-
Belanja
_ Barang
Peningkatan Pengadaan Jumlah Rp.5.0
sarana dan Teknologi pengadaa 00.00
Prasarana Infomasi n 0.-
Aparatur Teknologi
Mahkamah Informasi
Agung Tahun
2017
Pengadaan ' Rp.
Alat Pengolah 377.0
' Data Dan 00.00
Komunikasi 0,-
c: Pengadaan Rp.
Peralatan dan 97.50
Fasilitas 0.000,
Perkantoran -
Pengadaan Rp.
\Alat Pengolah 42.50
Data dan 0.000,
Komunikasi -
Pendukung
SIPP
'd. Persentase 50% Peningkatan Perkara yang Jumlah 122 Rp.
penurunan sisa Manajemen  diselesaikan Perkara Perkar, 31.040.00
perkara Peradilan Ditingkat yang a 0.-
- Perdata Umum Pertama masuk
Pidana tahun
2017
e. Persentase 90% Peningkatan Penanganan Jumlah 34 Rp.
perkara  yang Manajemen  Perkara Perkara Perkar 8.820.000
tidak , Peradilan Bandingdi yang a -
mengaukan Umum Tingkat mengajuk
upaya hukum : Pertama an upaya
a. Banding Hukum
b. Kasasi i Banding | I
c. Peninjauan Penanganan Jumlah 5 Rp.
Kembali Perkara Perkara Perkar 400.000,-
Kasasidan yang a

Peninjauan  mengajuk
Kembalidi  an upaya

Tingkat hukum
Pertama Kasasi
dan PK
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Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian

LELHP PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2017

f. Persentase
perkara pidana

anak yang
diselesakan
dengan Diversi

. Index

responden
pencari
keadilan yang
puas terhadap
layanan
peradilan

. Persentase isi

putusan yang
diterima oleh
para pihak
tepat waktu

. Persentase

perkara yang
diselesaikan
melalui
mediasi

c. Persentase

berkas perkara
yang diajukan
Banding,
Kasasi, dan
PK secara
lengkap dan
tepat waktu

50%

75%

100
%

20
%

%

100 |

| ——

Peningkatan Perkara yang Jumlah 122
Manajemen  diselesaikan Perkara Perk
Peradilan Ditingkat yang ara
Umum Pertama masuk
tahun
2017
Peningkatan Layanan Layanan 240
Manajemen  Bantuan yang Laya
Peradilan Hukum diberika nan
Umum n
kepada
pencari
keadilan
Pembebasa Jumiah 2
n Biaya Perkara Perk
Perkara Prodeo ara
Peningkatan Perkara yang Jumlah 122
Manajemen  diselesaikan Perkara Perk
Peradilan Ditingkat yang ara
Umum Pertama masuk
tahun
2017
Peningkatan Perkara yang Jumizah 122
Manajemen  diselesaikan Perkara Perk
Peradilan Ditingkat yang ara
Umum Pertama masuk
tahun
2017
Peningkatan Penangana Jumlah 34
Manajemen |n Perkara Perkara Perk
Peradilan Banding di  yang ara
Umum Tingkat ‘mengaj
Pertama ukan
upaya
Hukum
| Banding
Penangana Jumlah 5
n Perkara Perkara Perk
Kasasidan yang ara
Peninjauan  mengaj
Kembalidi  ukan
Tingkat upaya
Pertama hukum
Kasasi
dan PK

Rp.
31.040.
000,-

Rp.
24.000.
000

Rp.
1.500.0
00,-

31.040.
000,-

“Rp.
31.040.
000,-

Rp.
400.00
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d. Persentase

putusan
perkara yang
menarik
perhatian
masyarakat
yang dapat
diakses secara
online dalam
waktu 1 hari
setelah
diputus

Meningkatnya
akses peradilan

bagi masyarakat

miskin dan
terpinggirkan

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
Pengadilan

. Persentase

perkara
prodeo  yang
diselesaikan

. Persentase

perkara yang
diselesaikan di
luar  gedung
pengadiian

¢. Persentase

Pencari
keadilan
golongan
tertentu yang
mendapat
layanan

Persentase
putusan
perkara
perdata yang
ditindak lanjuti
(dieksekusi)

PN
Bintuh
an

- tidak
berwe
nang
meneri
ma,

memer

iksa,
menga
dili dan
memut
us
perkar
' a

Tipikor

10%

' PN
Bintuh
an
tidak
memili
ki
zetting

| plaatz

100% Peningkatan

80%

Peningkatan

Manajemen
Peradilan
Umum

Manajemen
Peradilan
Umum

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

C. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Pembebasa Jumlah 2

n Biaya Perkara Perkar
Perkara Prodeo a
Layanan Layanan 240
Bantuan yang Layan
Hukum diberikan | an
kepada
\pencari
keadilan
Eksekusi Jumlah 2
Eksekus Perkar
| 1 a

e,

1.500.000

Rp.
24.000.00
0.-

Rp.900.00
0.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il Tahun 2017 merupakan

tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penetapan Kinerja

disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang disusun pada awal tahun 2016.
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TABEL PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS Il

TAHUN 2017
ﬂ_o Sasaran lnd_ikatpr Klneqa Utama Target
| 1 Terwu;udnngfdéés Peracﬂlzan ;5555 é_IEersentaée 5|sa perkara yang S 100% |
* | Pasti, Transparan dan Akuntabel =~ diselesaikan :
- Perdata
- Pidana

b. Persentase perkara :
- Perdata
- Pidana
yang diselesaikan tepat waktu

- Perdata
- Pidana

95%

c. Persentase penurunan sisa perkara = 50%

'd. Persentase perkara yang tidak
mengaukan upaya hukum :
d. Bandin
e. Kasasi
f. Peninjauan Kembali

90%

yang diselesakan dengan Diversi

f. Index responden pencari keadilan = 75%

yang puas terhadap Iayanan
peradilan

‘e. Persentase perkara pidana anak | 50%

2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan @ Persentase isi putusan yang | 100%

penyelesaian diterima oleh para plhak tepat

[ S—

b. Persentase perkara yang 20%

diselesaikan melalui mediasi

c. Persentase berkas perkara yang | 100%

diajukan Banding, Kasasi, dan PK
secara lengkap dan tepat waktu
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e. Persentase putusan perkara yang PN
menarik perhatian masyarakat | Bintuhan
yang dapat diakses secara online  tidak
dalam waktu 1 hari setelah diputus | berwenan

g
. menerima
. - memeriks
a,
- mengadili
dan
. memutus
perkara
Tipikor
'3 Meningkatnya akses peradilan t.w_a_gi__'jcr P__ersenta}% perkara prodeo yang = 10%
masyarakat miskin dan diselesaikan
terpinggirkan e. Persentase perkara yang | PN
diselesaikan di luar gedung  Bintuhan
pengadilan - tidak
memiliki
f. Persentase  Pencari keadilan = 100%
Golongan tertentu yang mendapat
layanan
4 Meningkatnya kepatuhan terhadap Persentase _putu_s_an perkara | 80%
putusan Pengadilan perdata yang ditindak lanjuti
, (dieksekusi)

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 (Dipa 01 dan Dipa 03)  : Rp. 3.069.595.000
Jumiah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 :Rp. 2.848.773.735
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BAB Il
AKUNTABILITS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu
organisasi.

Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan
visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai
kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk
memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il tahun
2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator
kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang
telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Capaian = Realisasi x100%
Target

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target Kkinerja,
namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017
ini.Rincian tingkat capaian kinerja masing-masingindikator kinerja tersebut diuraikan
dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun
2017 secara umum Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari

pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah
ditetapkan.

| LKJIP PENGADILAN NEGERI BINTURAN TAHUN 2017 |



Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi
indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

TABEL HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
Pengadilan Negeri Bintuhan

‘No  Sasaran Indikator Kinerja Utama  Target Realisasi Capaian
[ PRI I i { o AL Uy

1 Terwujudnya a. Persentase sisa perkara yang 100%
" | Proses Peradilan | diselesaikan :

yang Pasti, - Perdata

| Transparan dan - Pidana
Alantgbe b. Persentase perkara : 90%

- Perdata

- Pidana

yang diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa 50%
perkara
- Perdata
- Pidana

d. Persentase perkara yang tidak 85%
. mengaukan upaya hukum : |

a. Banding

b. Kasasi .

¢. Peninjauan Kembali

'e. Persentase perkara pidana | 50%
anak yang diselesakan dengan
Diversi

f. Index responden  pencari | 75%
keadilan yangpuas terhadap
layanan peradilan

2. Peningkatan a. Persentase isi putusan yang @ 100%
efektifitas diterima oleh para pihak tepat
pengelolaan waktu
penyelesaian

b. Persentase perkara yang @ 20%
diselesaikan melalui mediasi

c. Persentase berkas perkara @ 100%
| yang diajukan Banding, Kasasi,

dan PK secara lengkap dan

tepat waktu

d. Persentase putusan perkara PN Bintuhan tidak
yang menarik perhatian | berwenang
masyarakat yang dapat = menerima,
diakses secara online dalam @ memeriksa,
waktu 1 hari setelah diputus mengadili dan

memutus perkara
Tipikor
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ol

Persentase

penurunan sisa

perkara

- Perdata
Pidana

Persentase
perkara
tidak
mengaukan
upaya hukum :
a. Banding
b. Kasasi
c. Peninjauan
Kembali

yang

BT

90%

Agung

Peningkatan
sarana dan
Prasarana

\Aparatur

Mahkamah

\Agung

Operasional Realisasi

Peningkatan

Manajemen
Peradilan
Umum

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

dan Non Belanja
Opersional  Bahan
Perkantoran Dan
Belanja
_ Barang
Pengadaan Jumlah
Teknologi pengadaa |
Infomasi n
Teknologi
Informasi
Tahun
2017
Pengadaan
Alat Pengolah
Data Dan
Komunikasi
Pengadaan
Peralatan dan
Fasilitas
Perkantoran
Pengadaan
Alat Pengolah
Data dan
Komunikasi
Pendukung
SIPP
Perkara yang Jumlah 122
diselesaikan Perkara Perkar
Ditingkat yang a
Pertama masuk
tahun
2017
Penanganan Jumlah 34
Perkara Perkara Perkar
Bandingdi  yang a
Tingkat mengajuk
Pertama an upaya
Hukum
Banding |
Penanganan Jumiah 5
Perkara Perkara | Perkar
Kasasidan yang a
Peninjauan  |mengajuk
Kembalidi an upaya
Tingkat hukum
Pertama Kasasi
| danPK |

Rp.
7704
39.00
0’-

Rp.5.0
00.00

Rp.
377.0
00.00

Rp.
31.040.00
0,-

Rp.
8.820.000

Rp.
400.000,-
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f. Persentas - 50% Peningkatan |Perkara yang Jumiah 122 Rp.
perkara pidana | Manajemen  diselesaikan Perkara Perk 31.040.
anak yang Peradilan Ditingkat yang ara 000,-
diselesakan Umum Pertama masuk
dengan Diversi tahun

2017

|g. Index 75% Peningkatan Layanan Layanan 240 Rp.
responden Manajemen  Bantuan yang Laya 24.000.
pencari Peradilan Hukum diberika nan 000
keadilan yang Umum n
puas terhadap kepada
layanan pencari
peradilan keadilan

Pembebasa Jumlah 2 Rp.

n Biaya Perkara Perk 1.500.0

Perkara Prodeo ara 00,-
Peningkatan a. Persentase isi 100 Peningkatan Perkara yang Jumiah 122 Rp.
efekiifitas putusan yang % Manajemen  diselesaikan Perkara Perk 31.040.
pengelolaan diterima oleh Peradilan Ditingkat yang ara 000.-
penye|esaian para plhak Umum Pertama ‘masuk

tepat wakitu tahun
2017

b. Persentase 20 Peningkatan |Perkara yang Jumlah 122 Rp.
perkara yang Y% Manajemen  diselesaikan Perkara Perk 31.040.
diselesaikan Peradilan Ditingkat yang ara 000,-
melalui Umum Pertama masuk
mediasi tahun

2017

c. Persentase 100 Peningkatan Penangana Jumiah 34 Rp.
berkas perkara % Manajemen  n Perkara Perkara Perk 8.820.0
yang diajukan Peradilan Banding di  yang ara 00,-
Banding, Umum Tingkat ‘mengaj
Kasasi, dan Pertama lukan
PK secara upaya
lengkap dan Hukum
tepat waktu Banding

Penangana Jumiah 5 Rp.
in Perkara Perkara Perk 400.00
Kasasidan yang ara 0,-
Peninjauan 'mengaj
Kembalidi  ukan
Tingkat upaya
Pertama hukum
Kasasi
dan PK
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d

Persentase

putusan
perkara yang
menarik
perhatian
masyarakat
yang dapat
diakses secara
online dalam
waktu 1 hari
setelah
diputus

Meningkainya
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
Pengadilan

® .

Persentase
perkara
prodec yang
diselesaikan

Persentase
perkara yang
diselesaikan di
luar  gedung
pengadilan

Persentase

Pencari
keadilan
golongan
tertentu
mendapat
layanan

yang

Persentase
putusan
perkara
perdata yang
ditindak lanjuti
(dieksekusi)

PN

Bintuh
an
tidak
berwe
nang
meneri
ma,

memer

iksa,

menga |
dilidan

memut
us
perkar
a
Tipikor

10%

| PN

Bintuh
an
tidak
memili
Ki
zetting

80%

Pembebasa Jumlah | 2

Manajemen
Peradilan
Umum

C. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Peningkatan

Manajemen n Biaya
Peradilan Perkara
Umum

Peningkatan  Layanan
Manajemen Bantuan
Peradilan Hukum
Umum

| Peningkatan | Eksekusi

Perkara Perkar
Prodeo a

"Lfayanan ‘ 240

yang Layan
diberikan - an
kepada

pencari

keadilan

- Jumlah 2
Eksekus @ Perkar
i a

' Rp.

'Rp.
1.500.000

24.000.00
0.-

| Rp.900.00
0.-

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |l Tahun 2017 merupakan

tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penetapan Kinerja

disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang disusun pada awal tahun 2016.
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TABEL PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS I
TAHUN 2017

No Sasaran | _ | lndlkatorKinerja Utama [ Target

‘ 1 Terwumdnya Proses Peradllan yang a Persentase sisa perkara yang 100%
| Pasti, Transparan dan Akuntabel diselesaikan :

- Perdata

- Pidana

b. Persentase perkara ; 95%
- Perdata
- Pidana
yang diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa perkara | 50%
- Perdata
- Pidana

. d. Persentase perkara yang tidak 90%
mengaukan upaya hukum :
. d. Bandin

e. Kasasi
f. Peninjauan Kembali

.e. Persentase perkara pidana anak " 50%
yang diselesakan dengan Diversi |

f. Index responden pencari keadilan = 75%
yang puas terhadap layanan |
peradilan

2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan 2. Persentase isi putusan yang | 100%
penyelesaian diterima oleh para pihak tepat

S —

b. Persentase perkara yang 20%
diselesaikan melalui mediasi _

c. Persentase berkas perkara yang 100%

diajukan Banding, Kasasi, dan PK

secara lengkap dan tepat waktu

r —l
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'e. Persentase putusan perkara yang PN
menarik perhatian masyarakat = Bintuhan
yang dapat diakses secara online  tidak
dalam waktu 1 hari setelah diputus berwenan

9
menerima |
memeriks
g,
mengadili
dan
- memutus
perkara
Tipikor
3 Meningkatnya akses peradilan bagi 0. Persentase ‘perkara prodeo yang | 10%
masyarakat miskin dan diselesaikan
terpinggirkan e. Persentase perkara yang @ PN
diselesaikan di luar gedung Bintuhan
pengadilan tidak
memiliki
f. Persentase Pencari keadilan @ 100%
Golongan tertentu yang mendapat
layanan
4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap | Persentase  putusan  perkara | 80%
putusan Pengadilan perdata yang ditindak lanjuti
(dieksekusi)

Jumiah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 (Dipa 01 dan Dipa 03) : Rp. 3.069.595.000
Jumiah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 :Rp. 2.848.773.735
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BAB lil
AKUNTABILITS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu
organisasi.

Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan
visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai
kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk
memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il tahun
2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator

kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang
telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Capaian = Realisasi x100%
Target

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja,
namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017
ini.Rincian tingkat capaian kinerja masing-masingindikator kinerja tersebut diuraikan
dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun
2017 secara umum Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |l dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari
pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah
ditetapkan.
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Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi

indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

TABEL HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

Pengadilan Negeri Bintuhan

No  Sasaran IndikatorKinerjaUtama  Target Realisasi Capaian
4 | Terwujudnya  a. Persentase sisa perkara yang 100%
" | Proses Peradilan  diselesaikan :
yang Pasti, - Perdata
Transparan dan - Pidana
Akuniabel b. Persentase perkara : | 90%
- Perdata
- Pidana

yang diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan  sisa 50%
perkara

- Perdata

- Pidana

d. Persentase perkara yang tidak 85%
mengaukan upaya hukum :
a. Banding
b. Kasasi
c. Peninjauan Kembali

e. Persentase perkara pidana  50%
anak yang diselesakan dengan
Diversi

f. Index responden pencari  75%
keadilan yangpuas terhadap
layanan peradilan

2. | Peningkatan a. Persentase isi putusan yang | 100% ;
efektifitas diterima oleh para pihak tepat
pengelolaan waktu
penyelesaian T——

b. Persentase  perkara yang | 20%
diselesaikan melalui mediasi

c. Persentase berkas perkara @ 100%
yang diajukan Banding, Kasasi, '
dan PK secara lengkap dan
tepat waktu

d. Persentase putusan perkara PN Bintuhan tidak |
yang menarik perhatian = berwenang
masyarakat yang dapat = menerima,
diakses secara online dalam @ memeriksa,
waktu 1 hari setelah diputus mengadili dan

memutus perkara
Tipikor
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3 | Meningkatnya @ Persentase  perkara prodeo | 10%

akses peradilan yang diselesaikan
bagi masyarakat
miskin dan b. Persentase perkara yang | PN Bintuhan tidak memiliki
terpinggirkan diselesaikan di luar gedung  zetting plaatz
pengadilan

c. Persentase Pencari keadilan | 100%
Golongan tertentu  yang
mendapat layanan

4 | Meningkatnya | Persentase putusan perkara | 80%
kepatuhan perdata yang ditindak lanjuti
terhadap putusan = (dieksekusi)

Pengadilan

Analiisis Akuntabilitas Kinerja

Analis Akuntabilitas Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna
melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerjatahun berikutnya.
Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il Tahun

2017 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN | : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN
AKUNTABEL

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan
dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il. Terwujudnya Proses
Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il
merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada
Renstra Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il 2015-2019. Keberhasilan sasaran ini dapat
diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan
Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” pada tahun 2017 serta perbandingannya dengan
tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:
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Tabel Sasaran I: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel

P TV L S| PSSR~ L T IS 8wl

Th. Th. Th. | Th. Th. 2017 |

a | Persentase sisa perkara  400% | 100% | 100% 100% 0%
yang diselesaikan : . .
- Perdata
- Pidana

b = Persentase perkara: 95% 100% 100% 95% 100%
- Perdata

- Pidana

yang diselesaikan
tepat wakiu

c Persentase penurunan sisa ,
perkara:

- Perdata

- Pidana

' d @ Persentase perkara yang |
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum : |
- Banding

- Kasasi

- PK

e " Persentase Perkara Pidana
Anak yang Diselesaikan .
dengan Diversi

f Index _responden pencari '
keadilan yang puas |
terhadap layanan peradilan

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini
adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja l.a : Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Istilah
sisa perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi
perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa

perkara yang diselesaikan secara dengan jumlah sisa perkara yang harus
diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan X 100 %
Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
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Target indikator kinerja ini pada tahun 2017, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator
kinerja “Persentase sisa perkara yang diselesaikan” pada tahun 2017 serta
perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini

Tabel Indikator
Kinerja lL.a

2016 ‘ 2017 | 2017

a. Persentase | 100%  100% | 100% | 100% & 100%
sisa perkara 1
yang ' I

diselesaikan

Jumlah sisa perkara tahun 2016 sebanyak 14 perkara, yang terdiri dari 14 perkara
perkara pidana dan 0 Perkara Perdata yang keseluruhanya telah diselesaikan pada
tahun 2017 Tabel berikut menggambarkan Keadaan sisa perkara pada Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas |l pada tahun 2017.

Tabel Keadaan Sisa Perkara Tahun 2016

=3 Srgara 53 ara 20186 53 FPerkara 2016

Liselesalka 4 U
[
l Perkara Perdata - -
l Perkara Pidana 14 14
l Jumlah 14 14

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun
2017 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan X 100 %
Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Realisasi =

14 perkara
14 perkara

X100 %

100 %
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Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi,
dimana pada tahun 2017 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Realisasi
W X 100 %

Capaian

0,
%8—0% X 100 %

100 %

Indikator Kinerja I.b : Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat
waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Perbandingan antara perkara yang
diselesaikan tahun berjalan dengan jumiah perkara yang ada , difungsikan sebagai
berikut:

femlsk Pechirs varg dizelsssikan wher berjalan "
[zmizk perkars panz 22s X 100 %

Target indikator kinerja Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan
tepat wakiu pada Tahun 2017, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja
Tahun 2017 adalah sebesar 95%. Realisasi dan capaian indikator kinerja
“‘Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun
2017 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut

ni

Tabel Indikator
Kinerja l.b

A ::j-_lﬁ Re‘a'lisg_ér _1 A ;' ﬁﬁ i

'Th. | Th. | Th

el i 2015 ‘ 2016 | 2017 | 2017 | 2017
a | Persentase ‘ 04%  95% 9% 95% - 100% ‘
| | Perkara | | | | | )
| ~ yang |

| l Diselesaikan . | ! ‘ ‘ J
| . tepatwaktu | | | | |
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Penyelesaian Perkara Perdata

Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2016 yang menjadi saldo awal
perkara perdata tahun 2017 berjumlah O perkara. Selama tahun 2017 perkara perdata
masuk berjumlah 18 perkara, yang keseluruhannya telah diselesikan tepat waktu pada
tahun 2017. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan

Negeri Bintuhan Kelas Il pada tahun 2017 :

Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2017

Jenis Perkara  Sisa  Masu Dicabu Jmlperkara = Jmiperkara = Sisa
2016 .k t yang harus yang telah 2017
2017 diselesaikan ~ diselesaika f
Perdata Gugatan 0 0 0 0 0 0
Perdata o 18 0 1 18 0
Permohonan 8
Jumlah _ 0 18 0 18 0 0o

Penyelesaian Perkara Pidana (Pidana Biasa dan Pidana Singkat)

Sisa perkara pidana pada akhir Desember 2016 yang menjadi saldo awal
perkara pidana tahun 2017 berjumlah 14 perkara. Selama tahun 2017 perkara pidana
masuk berjumlah 77 perkara, perkara yang harus diselesaikan sebanyak 91
perkara, dan perkara yang telah diselesaikan sebanyak 86 perkara. Sedangkan sisa
perkara yang belum diputus sebanyak 5 perkara. Tabel berikut menggambarkan

keadaan perkara pidana pada Pengadilan pada tahun 2017:

Tabel Keadaan Perkara Pidana Tahun 2017

r\_nas'uk Jml ?erpé};éEé, - gisa
2017 perkara yang telah 2015
yang harus diselesaika
Pidana Biasa 14 77 91 86 5
Pidana 0 5 5 5 0
__Sinakat
Pidana Anak 0 4 7 7 0
Jumlah 14 89 103 98 5
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisa bagaimana tingkat penyelesaian
perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il secara keseluruhan pada
tahun 2017, meliputi penyelesaian perkara perdata dan pidana.

Jumiah perkara tahun 2016 yang masih berjalan di tahun 2017 sebanyak 14
perkara. total perkara yang didaftarkan selama tahun 2017 sebanyak 89 perkara, 98
perkara diputus, dan 98 berkas perkara diminutasi. Pada akhir Desember 2017, sisa
perkara yang belum putus sebanyak 5 perkara. Tabel berikut menggambarkan secara
umum keadaan perkara pada Pengadilan Bintuhan Kelas Il pada tahun 2017:

Tabel Keadaan Perkara Tahun 2017

w'l‘il"‘?&féﬁ.l% e ”;:’”-—3 AL Masrd]

- Perkara 2016 .

0
89 ] 0 103 98 5

107 0 121 116 5

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada
tahun 2017 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Realisasi= j=rp perkara yang ada

X 100 %

116 perkara
727 perkara X 100%

96 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi,
dimana pada tahun 2017 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Capaian = %r%;a—s' X 100 %

0,
Za  X100%

100 %

Indikator Kinerja l.c : Persentase penurunan sisa perkara
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Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara
tahun sebelumnya dikurangan sisa tahun sebelumnya dibagi sisa perkara tahun
sebelumnya, difungsikan sebagai berikut:

LA P
Target indikator kinerja ini pada Tahun 2017, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 20%. Untuk tahun 2017 sebanyak 121
perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. Realisasi
dan capaian indikator Kinerja “Persentase Penurunan Sisa Perkara” pada tahun 2017
ditampilkan pada table berikut:
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Tabel Indikator Kinerja I.c : Persentase Penurunan Sisa
Perkara

Indikator Kinerja ~~ realisasi ~ 1a/@et . Capaian.

‘ Th. 2017 | Th. L Th. 2017
[ e ST T ! 2017 o
Persentase penurunan 64% 50% ) 100%
sisa perkara perdata dan ‘
pidana |

Ketentuan Penurunan sisa perkara dihitung dengan cara membandingkan sisa
perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Sisa perkara pidana
biasa tahun 2016 sebanyak 14 perkara perkara masuk pada tahun 2017
sebanyak 77 perkara dan telah diputus sebanyak sebanyak 86 perkara, sedangkan
sisa perkara yang belum selesai sebanyak 5 perkara.

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana biasa pada
Pengadilan Negeri Bintuhan pada tahun 2017:

Sisa2016 M * Jmi perkara
yang harus

diselesaikan

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan sisa
perkara selama tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu:

14-5=9
X 100%

14
=64%
Dari hasil diatas dapat di jelaskan persentase penurunan sisa perkara pada tahun
2017 adalah sebesar 64 %.

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target,
dimana pada tahun 2017 capaian penurunan sisa perkara adalah :

Realisasi
= g X 100%
arge
4%
— X 100%
50%

=100%



Indikator Kinerja I.d : Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding,
kasasi dan PK

Pada peradilan tingkat pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap
upaya hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum
banding, upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali.

Tabel Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Jumiah  Jumiah | Jumiah - Jumigh dumiah R
Putusan  Putusan Pengaju Pengajuan  Pengajuan
yang | an Kasasi z::;gj;?an
" Diterima ~ Banding Pl | i
Perkara 18 18 - " ' -
Perdata
Perkara 72 66 6 2 -
Pidana
Jumiah 20 84 6 2 =

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. difungsikan
sebagai berikut:

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

X 100%
Jumlah putusan perkara

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2017,sebagaimana ditetapkan melaiui
Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 90%. Untuk tahun 2017 jumlah perkara
yang mengajukan upaya hukum adalah sebanyak 8 perkara, sedangkan perkara yang
putus selama 2017 yaitu sebanyak 72 perkara. Jadi persentase realisasi perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum adalah sebagai berikut

72-8=64 x100%
72
=90%

Dari realisasi diatas dapat ditentukan capaian selama tahun 2017 dengan
membandingkan antara realisasi dengan target dikalikan dengan 100 %.

90% x 100%
90 %



Capaian =100
Tabel Indikator
Kinerja l.d :
- !_ e e el = = e s A= SR BIRLA A How e . e L R L
B (1°8 ERITERSTYE OF WEETETTIT 0N Tahun 2017 Th. - Th. 2017
P i AR I o | 2017 |
a. Persentase perkara 90% 90% @ 100%
yang tidak
mengajukan upaya

Indikator Kinerja L.e : Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Indikator Kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara
pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak.
difungsikan sebagai berikut:

Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi

X 100%
Jumlah perkara pidana anak

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2017,sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 50%. Untuk tahun 2017 jumlah perkara
pidana anak yang diselesaikan secara diversi adalah sebanyak 3 perkara, sedangkan
perkara pidana anak masuk dan yang putus selama 2017 yaitu sebanyak 6 perkara. Jadi
persentase realisasi perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi adalah
sebagai berikut :

3 x 100%

realisasi =50%

Dari realisasi diatas dapat ditentukan capaian selama tahun 2017 dengan
membandingkan antara realisasi dengan target dikalikan dengan 100 %.

50% x 100%
50 %
Capaian =100

Tabel Indikator
Kinerjal.e:



e 1| e 0 o = - A A i . - - -

5 AN, SN, Ll Tahun 2017 | Th. 2017 Th. 2017

a. | Persentase perkara

50% | 50% ' 100%

pidana anak yang
diselesaikan secara

Indikator Kinerja L.f : Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index Kepuasan Pencari Keadilan,
yaitu berdasarkan kepada PERMENPAN No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari
2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasabn Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16
Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Survei kepuasaan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layanan dan memberikan pelayanan hukum yang prima
dan berkeadilan kepada pencari keadilan meningkatkan kredibilitas dan transparansi
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Kelas
Bintuhan.

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan
jawaban tertutup dan terbuka. Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap
sejumlah 150. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Bintuhan
dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Kelas |l Bintuhan sebesar 69 berada pada
kategori “BAIK” (pada interval 62,51 s/d 81,25).

IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama §  mestererrevmernnves A e RSSO (boleh Inisial atau tidak diisi)
2. Instansi/Perusahaan:  .cciiececninsenesseeseseeaaaas
3. Umur 5 aveenneaenns tahun
4. Jenis kelamin ¢ 1. Laki-laki
2. Perempuan
5. Pendidikan terakhir : 1. Tidak Sekolzah 5. Diploma (D1/D2/D3/D4).
2.5D 6. Sarjana (51)
3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (52/53)
4, SLTA
6. Pekerjaan Utama :  1.PNS 5. Petani/Nelayan

2. TNI/Polri



6. Pedagang
3. Pegawai Swasta
4. Wiraswasta/Usahawan

7. Pelajar/Mahasiswa
8. Lainnya: ccovniviininnenn

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan bapak/ibu yang sebenarnya, karena hal ini tidak
mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bp/lbu, dan betul-betul untuk
kepentingan ilmiah.

2. Cara Pengisian Kuesioner

Bapak/Ibu cukup memberi satu tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang

tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/lbu.

No.

Ruang

. Pertanyaan Jawaban
Lingkup
1. Persyaratan  Bagaimana persyaratan yang harus a. Sangat Mudah
dipenuhi dalam pengurusan pelayanan, p. Mudah
baik persyaratan teknis maupun c. Cukup Mudah
o e . A
administratif di PN Bintuhan? d. Sulit
2. Prosedur Menurut Bpk/Ibu/Sdr bagaimana a. Sangat Baik
prosedur/tata cara pelayanan, b. Baik
termasuk pengaduan di PN Bintuhan? c. Cukup Baik
d. Tidak Baik
3. Waktu Bagaimana jangka waktu pelayanan a. Sangat Cepat
Pelayanan yang diperlukan untuk menyelesaikan b. Cepat
seluruh proses pelayanan dari setiap c. Cukup Cepat
jenis pelayanan di PN Bintuhan. d. lamibatiiEiG
4. Biaya/Tarif = Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana biaya a. Sangat Murah
yang dikenakan kepada penerima layanan b. Murah
dalam mengurus dan/atau memperoleh Euhirs Mioesk:
pelayanan di PN Bintuhan? L. Lukup Miura
d. Mahal
5. Produk Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana hasil a. Sangat
Spesifikasi pelayanan yang diberikan dan diterima Memuasakan
Jenis sesuai dengan ketentuan yang telah
Pelayanan ditetapkan di PN Bintuhan? et
Cukup
Memuaskan
d. Tidak
Memuaskan
6. Kompetensi Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana a. Tidak Mampu
Pelaksana kemampuan (pengetahuan, keahlian, b. Kurang Mampu
keterampilan, dan M
Pengalaman) para pegawai/petugas di & ampy
PN Bintuhan? d. Sangat Mampu
7. Perilaku Bagaimana sikap petugas/pegawai di a. Sangat Baik




Pelaksana PN Bintuhan dalam memberikan b. Baik
pelayanan? c. Cukup Baik
d. Tidak Baik
8. Makiumat Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana a. Sangat iilj:

Pelayanan tentang pernyataan kesanggupan dan Memuasakan nya

kewajiban dari para petugas/pegawai b. Memuaskan meh
di PN Bintuhan dalam memberikan . Cakup on
pelayanan sesuai dengan standar Bpk/
pelayanan? Memuaskan lbu/
d. Tidak Sdr
Memuaskan dapa
9. Penanganan Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana a. Sangat Baik J:ne
Pengaduan, penanganan pegaduan, saran dan b. Baik mbe
Saran dan masukan, serta tindak lanjutnya di PN c. Cukup Baik rika
Masukan Bintuhan? d. Tidak Baik A
SAR

AN-SARAN PERBAIKAN, agar PN Bintuhan bisa meningkatkan kualitas pelayanannya.

SARAN-SARAN PERBAIKAN:

PENGOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

\‘.‘-,
| PENGADILAN NEGERI KELAS 1B BINTUHAN
4 1. Raya Soekarno - Hatta No. 220

: ¥ Bintuhan
=" Telp (0294) 381478, Fax (0294) 381479
i NILAI RUANG LINGKUP PELAYANAN -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 1 2 Z 3 2 2 2 2
2 2 1 2 2 3 2 2 2 2
3 2 4 3 2 3 2 3 2 2
4 2 1 3 1 3 1 1 1 3
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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122 3 2 2 2 3 3 3 2 2
123 3 2 2 2 3 3 3 2 2
Jumlah 344 413 315 328 367 | 347 355 379 336

NRR per RL 2.79 2.55 2.56 267 | 298 | 2.82 2.88 3.08 | 2.73

NRR
Tertimbang 0.31 0.28 0.28 029 | 033 | 031 0.32 034 | 030 2.76
IKM Unit Pelayanan 69
Keterangan :
RL = Ruang Lingkup Pelayanan
-NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
= Jumlah NRR IKM
=) tertimbang
%) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per RL = Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang = NRR per ruang lingkup x (1/9)
| IKM UNIT PELAYANAN : 69
Kategori: BAIK
Mutu Pelayanan :
A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00 13,26 - 4,00
B (Baik) :162,51-81,25 :2,51-3,25
C (Kurang Baik) 143,76 - 62,50 :1,76-2,50
D (Tidak Baik) : 25,00 -43,75 :1,00-1,75
=== ==

SASARAN Il : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri
Pekanbaru. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran
“Peningkatan Efekiifitas PengelolaanPenyelesaian Perkara” meliputi 4 (empat)
indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Sasaran “Peningkatan Efektifitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja ll.a : Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat
— _waktu__ R —



_ LK."P FRNGABILAN Nmnmm sl

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara relas

putusanyang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan,
difungsikan sebagai berikut:

jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu
jumlah putusan

x 100%

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2017, sebagaimana ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,
tempat dan para pihak” pada tahun 2017 ditampilkan pada table berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA ll.a :

Indikator Kinerjia Realisa . .  Target . Capaten

Si

Th. 2016 Th.2017[ Th.2017 | Th. 2017

a. | Persentase 100% 100% 100% |
penyampaian
pemberitahuan ]
relaas putusan '

J

100% 100%

tepat waktu,
tempat dan para

Terhadap pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan di persidangan,
Pengadilan Negeri wajib memberitahukan isi putusan tersebut pada waktu, tempat, dan
tata cara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang
dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut.

Jenis Perkara Jumla Kehadiran Para Pihak saat Putusan

R
Perka Ha
ra dir

Seluruhn

Sakh Satu ya tidak
Diput eluruhn N

i ya tidak hadir
&2 hadir

Perdata Permohonan 18 18

Pidana Biasa 72 72

Jumlah 90 90




— i o 5 i il

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada
tahun 2017 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

90
90
= 100%

X 100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana
pada tahun 2017 capaian indikator kinerja ini adalah 100 %.
100% x 100%

100%
= 100%

Indikator Kinerja ll.b: Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengambarkan efisiensi penyelenggaraan
penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bintuhan. Pencapaian target indikator kinerja
sasaran ini pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

 Indikator ~~ Target = Realisasi QW ]
2017 2017 20T

) B (%)

Persentase
Penyelesaian 20% 0% 0% 0
yang di '
selesaikan

melaui mediasi

Rata-rata capaian 0%

Pengadilan Negeri Bintuhan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa
melalui upaya mediasi dilaksanakan atas suatu dasar hukum yaitu Undang-Undang No.4
Tahun 2004 pasal 16 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata
dengan cara perdamaian. Undang- Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi

A
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sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung No
1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No 1 Tahun 2008).
Penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi ini dilaksanakan dengan
maksud dan tujuan membantu mencarikan jalan keluar atau alternatif penyelesaian atas
sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para
pihak yang bersengketa. Dengan demikian proses negosiasi adalah proses yang forward
looking dan bukan backward looking. Yang hendak dicapai bukaniah mencari kebenaran
dan atau dasar hukum yang diterapkan namun kepada penyelesaian masalah.” the goal is
not truth findingor low imposing but problem solving”(Lovenheim, 1996: 1.4).
Mengingat pentingnya upaya mediasi tersebut maka Pengadilan Negeri
Bintuhan menargetkan upaya mediasi dapat tercapai 20% (Dua Puluh persen) pada tahun
2017, karena penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi sangat bermanfaat bagi para
pihak yang bersengketa.
Pada tahun 2017 pelaksanaan upaya mediasi tidak ada dikarenakan tidak
adaya perkara perdata gugatan yang masuk (nihil) selama tahun 2017.
Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumiah
perkara yang diselesaikan melaui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan
mediasi, difungsikan sebagai berikut:

jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi
X 100%

jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2017, sebagaimana ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 20 %. Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat wakitu,
tempat dan para pihak” pada tahun 2017 ditampilkan pada table berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA IL.b ;

——— — - -
Tarae! Tanaian |

i ‘\'.‘l\_'_ | ) ';‘ - ) Ll s
Linp w T L T e A O me

Th.2016 | Th, 201? Th.2017 = Th.2017
|

10% | 0% | 20% 0%

a. | Persentase
perkara yang
diselesaikan
melalui mediasi
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Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun
2017 adalah sebesar 0 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

0
X 100%

I

0%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimans
pada tahun 2017 capaian indikator kinerja ini adalah 0 %.
0% x 100%
20%

=0%

Indikator Kinerja ll.c: Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan
EK secara lengkap da tepat wakd_

1 llww L URARTE A AR AR I

————



|
|
|
l
|

Persentase berkas
yang diajukan
banding, kasasi
dan PK yang
disampaikan
secara lengkap.

!
|
|
l
|

|

100
%

|

| [

100% | 98,94% | 100% 98,94%
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Berkas perkara banding yang telah dikirim kepengadilan tingkat banding selama
tahun 2016 adalah sebanyak 6 berkas perkara, yang terdiri 6 berkas banding pidana dan.
Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh pengadilan tingkat banding,
keseluruhannya yaitu sebanyak 6 berkas banding dinyatakan lengkap. Tabel berikut
menggambarkan Upaya Hukum Banding pada pada Pengadilan Negeri Bintuhan tahun
2017 sebagai berikut:

TABEL UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2017

Jenis Perkara | Masuk el Cabut
2017 2017 2017

Kirim

Perdata . . - - =

Pidana 0 6 - ) ' -
Jumlah - 6 - - I -

Berkas perkar kasasi yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI selama tahun
2015 adalah sebanyak 4 berkas perkara, yang terdiri dari 2 berkas kasasi perdata,2
kasasi pidana. Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh Mahkamah
Agung Rl keseluruhannya yaitu sebanyak 4 berkas kasasi dinyatakan lengkap. Tabel
berikut menggambarkan Upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan Negeri Bintuhan tahun
2017.

TABEL UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2017

Jenis Perkara Cabut Kirirm

2017 2017

Perdata - 2 = 2 :

Pidana - 5 3 2 -
Jumlah - 7 3 4 =

Berkas perkara Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Bintuhan selama Tahu
2017 tidak ada (nihil). Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum PK pada Pengadilan
Negeri Biantuhan tahun 2017:

1 ) ‘
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TABEL UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2015

Jenis Perkaré‘

Pidana - z = . &

Jumlah - - = . .

TABEL UPAYA HUKUM KESELURUHAN TAHUN 2017

Kirim

2017
Banding - 6 - 8 -
Kasasi - 7 3 4 g
PK - - - - -
Jumlah - 13 3 10 -

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada
tahun 2017 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

10
10
=100%

X 100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada
tahun 2015

indikator kinerja ini tercapai 100 %.

100% x 100%
100%

= 100%

. |
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Indikator Kinerja Il.d: Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang

t diakses secara online dalamnwaktu satu han

e T R —-=—1w-<r TP P P PRSI T TP

pesgescs DL [ealiy]

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2017, Persentase putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari” tidak
ada, dikarenakan selama tahun 2017 tidak ada perkara yang menarik perhatian nasional
ataupun daerah, seperti perkara tipikor, yang mana Pengadilan Negeri Bintuhan tidak
berwenang mengadili perkara Tipikor:

SASARAN Ill : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN
TERP]NGG]RKAN

=== =:—= = e s T T i T s R VT = —— T ——

@

Pada Sasaran meningkatnya akases peradilan bagi masyarakat miskin dar
terpinggirkan” ini terdapat 3 (tiga) Indikator Utama yang tentunya tujuan utamanya yaitu
memberikan Pelayanan yang optimal untuk kemudahan bagi para pencari keadilan dalam

mencari keadilan yang dimata hukum sama kedudukannya.

Indikator Kinerja lll.a: Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara
prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

X 100%
Jumiah perkara prodeo

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2017, sebagaimana ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 10%.Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan” pada tahun 2017 serta
perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini.

Tabel indikator Kinerja lll.a

" Th.2016 ] Th.2017 | Th.2017 | Th.2017

Persentase 0 i 0 -0 | o { 0%
| | ,

perkara prodeo |

yang diselesaikan | | | | | 1
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Perkara prodeo selama tahun 2017 di Pengadilan Negeri Bintuhan tidak ada ( Nihil):

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun
2017 adalah sebesar 0 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

X 100%

=0%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada
tahun 2017 indikator kinerja ini tercapai 100 %.

0% x 100%

0%
=0%

Indikator Kinerja lll.b: Persentase perkara yang diselesaikan diluar pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandinganantara jumlah perkara
yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkarayang diselesaikan secara
zetting plaat, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadgl(a?oo%
Jumlah Perkara yang harus diselesaikan diluar gedung pengadilan

Pada Tahun 2017, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun
2017 indikator kinerja ini tidak ditargetkan karena Pengadilan Negeri Bintuhan tidak
memiliki zetting plaat.

TABEL INDIKATOR KINERJA llL.b :

bt

No  Indikator Kinerja

Th. . Th.

. Th. Th
| 2016 ! 2017 ' 2017

2017

LI SO |

. Persentase perkara

| ~ PN.BINTUHAN TIDAK MEMILIKI ZETTING |
| PLAAT
‘ ' yang dapat ] |

l ~ diselesaikan diluar | |
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Pengadilan Negeri Bintuhan tidak memiliki bangunan zetting plaat, sehingga tidak
ada realisasi dan capaian terhadap target.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja inipada tahun
2017 adalah sebesar 0%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 Pengadilan
Negeri Bintuhan tidak memiliki bangunan zetting plaat

X100 %

=0%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun
2015

capaian indikator kinerja ini adalah0 %.
0%
— X 100%
0%
=0%
Pengadilan Negeri Bintuhan tidak memilki zefting plaatz

Indikator Kinerja lll.c: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbankum)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pencari
keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah
pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah pencari keadilan gol tertentu yang mendapatkan layanan bantuan Huku;? —
0

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu

Berikut adalah data nama-nama para pencari keadilan yang mendapat layanan
bantuan Hukum selama tahun 2017 :

Tr T ﬁ—"—“»-q‘;a—--l Ty
5 d l 1 g | .
Y

1  Yoga tani Dwi Ratnasan Konsultass Dan selesai
\ Restraputera SH Pendampingan
- . Persidangan
|2 lwan candra swasta Dwi Ratnasari, Konsultasi Dan selesai
L SH Pendampingan
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- - Persidangan
3. Jonaidi tani Dwi Ratnasari, Konsuitasi Dan selesai '\
‘ asmidi SH Pendampingan
| I Persidangan |
| 4.  Mariono tani Dwi Ratnasari, Konsultasi Dan selesai ‘
SH Pendampingan
| Persidangan
5. Herman tani Dwi Ratnasari, Konsultasi Dan selesai
‘ SH Pendampingan |
1 - | Persidangan _
6. Marji tani Dwi Ratnasari,  Konsultasi Dan selesai \
mandala SH Pendampingan
.. Persdangan
| 7. Rozi swasta Dwi Ratnasari, Konsultasi Dan selesai \
ardianto SH Pendampingan
‘ Persidangan ) |
8. Irik tani Dwi Ratnasari, Konsuitasi Dan selesai
| SH Pendampingan !
‘ Persidangan |
' 9. Marsidiswan tani Dwi Ratnasari,  Konsultasi Dan selesai ‘
| SH Pendampingan |
B | Persidangan L
‘ 10. Elma jayanti swasta Dwi Ratnasari, Konsultasi Dan selesai ;
SH Pendampingan
[ _ Persidangan \
' 11. Dede Ojek kopi Dwi Ratnasari,  Konsultasi Dan selesai |
‘ Saputera SH Pendampingan \
| Persidangan

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2017, sebagaimana ditetapkan

melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 100%.Realisasi dan capaian

indikator kinerja “Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan” pada tahun 2017

serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini.

a. Persentase

pencari keadilan

[ ‘J—_{
{ 100% 100%
|

|

golongan tertentu

| | |
| | |
| | |

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun
2017 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

LKJIP PENGADILAN NEGER! BINTUHAN TAHUN 2017

layanan bantuan
hukum
(Posbakum)

|
yang mendapat t
|
|




11
11
= 100%

X 100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada
tahun 2017 indikator kinerja ini tercapai 100 %.

100% x 100%
100%

= 100%

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2017, sebagaimana ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 100%.Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan” pada tahun 2017
serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini.

Th. 2017

pencari keadilan

yang mendapat
layanan bantuan

1 hukum
(Posbakum)

|
golongan tertentu ’
|
|
|

SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran
“Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan® meliputi 1 (satu) indikator
kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum.

g |
LKJIP PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2017



Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2017 ditampilkan
pada table berikut ini:

TABEL SASARAN
v
PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN
\ No. i Indikator Kinerja { Realisasi | Target | Capaian
r T
o | Th. 2017 Th.2017 | Th. 2017 |
‘? Tpersent;e}{e_ﬁr'a' T 1_ - 100% ‘ 80% | 100 %7
perdata yang berkekuatan

‘ " hukum tetap yang | f |
) ) ditindaklanjuti | | '

L] | | |

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah
sebagai berikut:

Indikator Kinerja IV : Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum
tetap yang ditindaklanjuti

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara permohonan
eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah
berkekuatan hukum tetap

Jumlah putusan perkara yang di tidaklanjuti
Jumiah putusan perkara yang sudah BHT

100%

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2017, sebagaimana ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 10%.Realisasi dan capaian
indikator kinerja inipada tahun 2017 ditampilkan pada table berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA IV :

asl

4 _.
Th. 2017 ’ Th. 2017 i Th. 2017 ’

=
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— it heliaakicilbed

) a. ‘ Persentase i 100% 0% | 100 %
Putusan perkara

| perdata yang } | |

| ditindaklanjuti ) | |

o | | |

| |

‘ l o | - ———
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Selama tahun 2017 perkara perdata gugatan tidak ada yang masuk ( nihil),
sedangkan untuk perkara perdata permohonan sebanyak 18 perkara.

Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2017

Jenis Perkara  Sisa  Masu  Jmiperkara  Jml perkara Sisa

2016 k yang yang telah 2017
2017  berkekutan diselesaika
_ hukumtetap == LR
Perdata Gugatan 0 0 0 0 0
Perdata 0 18 18 18 0
Permohonan
Jumlah 0 18 18 18 0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada
tahun 2017adalah sebesar 80 %, dengan perhitungan sebagai berikut:
18 x 100 %

18
=100 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada
tahun 2017 indikator kinerja ini tercapai 100 %.

100% x 100%
80%

=100%
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C. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Bintuhan mendapatkan total alokasi
anggaran sebesar Rp.3.069.595.000,- (tiga milyar enam puluh sembilan juta lima ratus
sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
Anggaran Dipa 01 sebesar Rp. 3.003.835.000,-(tiga milyar tiga juta delapan
ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang meliputi :
a. Belanja Pegawai : Rp. 1.711.396.000,-(satu milyar tujuh ratus sebelas juta tiga
ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
b. Belanja Barang  : Rp. 770.439.000,-(tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga
puluh sembilan ribu rupiah)
c. Belanja Modal : Rp. 522.000.000,- (lima ratus dua puluh dua juta rupiah)
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai yang penggunaannya antara lain untuk
gaji dan tunjangan. Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa
yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya
pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan
berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan
yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar TermOf Reference
(TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang
mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

Tabel Realisasi Anggaran
Belanja

DIPA (01) Badan Urusan AdministrasiTahun
2017

Belanja | Rp.1.711.369.000- = Rp. 1.642613916- | 9598% Rp.

. 68.967.324,-
Pegawai
Belanja 87,24 % Rp. 98.266.748
2 | Barang

|
Rp. 770.439.000,- ! Rp. 672.172.252,
|

|
|
|

l
3 | Belanja i Rp. 522.000.000,-
1

Rp.519.926.000 9960%  Rp. 2.074.000
. | Modal
=T | Rp.3.003.835.000,- Rp.2.834.712.167,- 94,37% Rp.169.309.073 |
Total . l | |
1

J
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Tabel Rincian Belanja

Pegawai

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

R - reERIARLL N i

Tahun 2017

Pagu (Rp.)

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Jenis
Belanja

Belanja Barang Non Operasional

Tahun 2017

Pagu (Rp.)

Realisasi
(Rp)

511111 Belanja Gaji Rp. 662.213.000,- Rp. 659.909.100,- 99,65%
Pokok
2 511119 Belanja Rp. 10.000,- Rp. 8.981- 8981%
pembulatan gaji
3. | 511129 Belanja Tunj. Rp. 44.112.000,- Rp. 36.105.110,- 81,85%
Suami istri PNS.
4, 511122 Belanja Tunj. Rp. 16.965.000,- B Rp. 15.125.028,- 8915%
Anak PNS
5 | 511123 Belanja Tunj. Rp. 26.130.000, Rp. 26.130.000,- 100%
Struktural PNS
6. | 511124 Belanja Tunj. Rp. 689.975.000,- Rp. 683.620.000,- 99,08 %
Fungsional PNS
7. | 511125 Belanja Tunj. Rp. 106.047.000,- Rp. 66.595.317,- 62,80%
Suami PPh PNS
8. 511126 Belanja Tunj. Rp. 44.652.000,- Rp. 37.441.140- 83,85%
Beras PNS
9. 511129 Belanja Uang Rp.161.040.000,- Rp. 111.389.000,- 98,75%
makan PNS
10. 511151 Belanja Tunj. Rp. 9.620.000,- Rp. 6.105.000- 63,46 %
Umum PNS
T B 95,98 %
Total Rp. 1.711.396.000,- Rp.1.642.428.676,-
Tabel Rincian Belanja Barang

1 521211 Belanja Bahan Rp. 30.934.000,- Rp. 25.237.000,- 81,58 %
2. 522191 Belanja jasa Rp. 750.000,- Rp. 500.000- 66,67 %
lainnya.
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[ 3.

524111

- Total

Belanja
Perjalanan
Biasa

Rp. 118.316.000,-

Rp. 150.000.000,-

" Rp. 118.209.238,-

99,91 %

Rp. 143.946.238,- = 95,96% |

1]

Belanja Barang Operasional

521111

Belanja
keperluan
perkantoran

2. 511114  Belanja
pengiriman surat

3.
4.

6 |

511119

521811

dinas

Rp. 188.300.000,-

5.000.000,-

' Rp. 168.795.517 -

Rp. 3714.900-  74,30%

89,64 % |

' 511115  Belanja honor

operasional
satuan kerja

Belanja barang

operasinal
lainnya
persediaan
Barang
konsumsi

5.

- 6.

e

8.

522111

| 522112 |

523111

- 523121

Belanja
Langganan
Listrik

Rp. 48.600.000,-

Rp. 17.422.000,-

Rp. 27.191.000

Rp. 40.800.000.-
Rp. 17.421.850,-

"Rp. 27.186.600.-

83,95 %
100 %

99,98 % |

Rp. 55.440.000,-

Belanja
Langganan
Telepon

Belanja

Pemeliharan
Gedung dan
Bangunan

" Rp. 22.500.838-

. 6.000.000,-

" Rp. 156.000.000,-

| 523119 | Belanja

Pemeliharaan
Gedung dan
bangunan
laninnya
Belanja
pemeliharaan
peralatan dan
mesin

~ Rp. 6.720.000,-

" Rp. 104.766.000,-

40,59 %

' Rp. 477.146,-

 Rp. 142.293.100,-

7,95 %

91,21% |

Rp. 5.200.000,- 77,38

" | Rp. 94.836.062,- 90,52%

523133

Belanja
pemeliharaan

~ jaringan

Rp.  5.000.000,-

Rp. 620.439.000,-

| Rp. 5.000.000,-

Rp.528.226.013,-

100 %

85,14 %

Tabel Rincian Belanja Modal
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Tahun 2017
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Pagu (Rp.)

99,88 %

Belanja barang Rp. 5.000.000,- Rp. 4.994.000,-
operasional
lainnya

2 532111 Belanja Modal Rp. 467.000.000,- Rp. 464.982.000,- 99,57 %
Peralatan dan
mesin

3. | 533111 Belanja modal Rp. 50.000.000,- Rp. 49.950.000,- 99,57 %
gedung dan
bangunan

511119

Total Rp. 522.000.000,- Rp.519.926.000,- 99,90 %

2. DIPA 03 (Badan Peradilan
Umum)

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 65.760.000,- (enam
puluh lima juta tujuh ratus enam puiuh ribu rupiah).Belanja barang pada DIPA (03)
Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan
peradilan.

Tabel Realisasi Anggaran
Belanja

DIPA (03) Badan Peradilan Umum
Tahun 2017

Jenis Belanja Pagu (Rp.) Realisasi % Sisa

(Rp.) Realisasi Anggaran
Anggara

n
63,37 %

Belanja Barang 65.760.000,- 41.674.500,- 24.085.000,-
TOTAL 65.760.000,- 41.674.500,- 63,37 % 24.085.000,-
Tabel Rincian Belanja Barang

DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Jenis " Realisasi
Belanja (Rp)

I.  Belanja Barang Non Operasional

) . \ 50
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521211

Belanja Bahan

Rp. 24.000.000.-

Rp. 24.000.000,-

100 %

2.

521114

Belanja
perjalanan dinas
pos pusat

Rp. 4.330.000,-

Rp. 1.913.800,-

44,20 %

521211

Belanja bahan

Rp. 14.5680.000,-

Rp. 5.610.000,-

38,48 %

521811

Belanja barang
persediaan
Barang
konsumsi

Rp. 12.200.000,-

Rp. 6.800.000.-

55,74 %

524113

Belanja
perjalanan dinas
dalam kota

Rp. 9.150.000,-

Rp. 3.350.900,-

36,61 %

6.

521211

Belanja bahan

Rp.  140.000.-

Rp. 0,-

0%

521811

Belanja barang
Non operasinal
lainnya

Rp.  900.000,-

0%

521811

Belanja barang
persediaan
Barang
konsumsi

Rp. 160.000

0%

524113

Belanja
perjalanan dinas
dalam kota

Rp.  300.000,-

Total

1

L

Rp. 65.760.000,-

0%

Rp.41.674.500,-

63,37 %

|

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM
DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

O

n

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu :

O

Program Peningkatan manajemen peradilan Umum

Tabel Realisasi Anggaran Per Program Tahun

2015

Anggaran

(R

Anggaran

(Rp.)

Anggar

P
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3.

(DIPA 01)
Program Dukungan

‘ Manajemen

|

L

[

2. ||

danPelaksanaan
Tugas
Teknislainnya

2.481.835.000,-  2.314.600.927- 9327 %

(DIPA 01)
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
(DIPA
03)
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum

522.000.000, |

167.234.073

| B |

| |
[

519.926.000, 99,60 % 2.074.000,- ‘
- \

65.760.000,-

l

41.674.500,- | 63,37% 24.085.500,- |
' |

JUMLAH

3.069.595.000,- 2.848.673.735,-  92,80%  220.921.265,

| w |
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BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2016 merupakan
pencapaian atas target kinerja tahun 2017. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan
Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun
kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Bintuhan pada
tahun anggaran 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalamcapaian
Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2017 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Bintuhan sudah
terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang
ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan.Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan
dengan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum. Namun demikian
masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber
daya manusiadan sarana prasarana.

B. Saran-Saran

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang

peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Bintuhan maka diperiukan :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang
dibutuhkan karena banyaknya pegawai yang mutasi atau promosi jabatan kelua
rdari Pengadilan Negeri Bintuhan dan tidak diimbangi dengan mutasi pegawai yang
masuk ke Pengadilan Negeri Bintuhan.

2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanjamodal (penambahan daya listrik,
perangkat IT dan alat pengolah data dan mobeilair) dalam upaya pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana
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LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI
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LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA
UTAMA
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TABEL RENCANA KINERJA TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS i

TAHUN 2017

! RS 1 [ by bl . bt IR P PR

Terwujudnya
Peradilan yang  Pasti,
Transparan dan Akuntabel

Proses a.

~ Indikator Kinerja Utama

Persentase
diselesaikan :
- Perdata

- Pidana

sisa

. Persentase perkara :

- Perdata
Pidana
yang diselesaikan tepat waktu

perkara yang 100%

- 90%

e.

f.

2.

Peni;iakatan efektifitas la.
pengelolaan penyelesaian

Persentase

Persentase penurunan sisa perkara
- Perdata

- Pidana

perkara yang
mengaukan upaya hukum :

a. Banding

b. Kasasi

c. Peninjauan Kembali

Persentase perkara pidana anak y?éﬁgf
diselesakan dengan Diversi

Index responden pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan

5%

tidak 85%

- 10%

75%

‘Persentase isi putusan yang diterima

oleh para pihak tepat waktu

b.

C.

d.

[ N;éningkatnya akses
peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan

C.

Meningkatn;a kepatuhan
terhadap putusan
Pengadilan

a.

100%

Persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi

Persentase berkas perkara yang
diajukan Banding, Kasasi, dan PK
secara lengkap dan tepat waktu

1%

Persentase putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah diputus

Persentase
diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan

di luar gedung pengadilan

‘Pencari  keadilan
tertentu yang mendapat

Persentase
golongan
layanan

Persentase putusan perkara perdata
yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

perkara prodeo yang

10%

| Pengadilan

tidak memiliki
| zitting platz
100%

 80%
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LAMPIRAN 5 : PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2017



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

PENGADILAN BINTUHAN KELAS II
TAHUN 2017

No Sasaran
Terwujudnya ~ Proses a.
Peradilan yang  Pasti,

Transparan dan Akuntabel

pengelolaan penyelesaian

d.

peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan b.

4 | Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan
Pengadilan

- 2. Peningkatan efektifitas a.

3 | Men-ingkatnya akses a

yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Indikator Kinerja Utama Target
Persentase  sisa perkara yang 100%
diselesaikan :

- Perdata
- Pidana
. Persentase perkara : 95%
- Perdata
- Pidana
yang diselesaikan tepat waktu
. Persentase penurunan sisa perkara 50%
- Perdata
Pidana |
. Persentase  perkara yang tidak 90%
mengaukan upaya hukum :
d. Banding
e. Kasasi
f. Peninjauan Kembali
. Persentase perkara pidana anak yang = 50%
diselesakan dengan Diversi
Index responden pencari keadilan = 75%
yang puas terhadap layanan peradilan
Persentase isi putusan yang diterima = 100%
oleh para pihak tepat waktu
. Persentase perkara yang diselesaikan = 10%
melalui mediasi
Persentase berkas perkara yang @ 100%
digjukan Banding, Kasasi, dan PK
_ secara lengkap dan tepat waktu
Persentase putusan perkara yang @ PN Bintuhan
menarik perhatian masyarakat yang | tidak
dapat diakses secara online dalam @ berwenang
waktu 1 hari setelah diputus menerima,
memeriksa,
mengadili dan
memutus
perkara
Tipikor
Persentase  perkara prodeo yang @ 10%
diselesaikan
Persentase perkara yang Pengadilan
diselesaikan di luar gedung | tidak memiliki
pengadilan zitting platz
. Persentase Pencari keadilan | 100%
golongan terteniu yang mendapat
layanan
Persentase putusan perkara perdata @ 80%



LAMPIRAN 6 : PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2015



No

2.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Terwujudnya Proses a. Persentase sisa perkara yang 100% 100% 100%
Peradilan yang Pasti, diselesaikan :

Transparan dan Perdata
Akuntabel Pidana
b. Persentase perkara : 95% 96% 100%
- Perdata
- Pidana
yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara 50% 64% 100%
- Perdata
- Pidana _ -
d. Persentase perkara yang tidak 90% 90% 100%
mengaukan upaya hukum :
a. Banding
b. Kasasi
c. Peninjauan Kembali
e. Persentase perkara pidana anak | 50% 50% 100%
yang diselesakan dengan Diversi
f. Index responden pencari keadilan @ 75% 69% 92%
yangpuas terhadap layanan
peradilan
Peningkatan a. Persentase isi putusan yang @ 100% 100% 100%
efekiifitas pengelolaan ~ diterima oleh para pihak tepat
penyelesaian waktu - B -
b. Persentase perkara yang @ 10% 0% 0%
diselesaikan melalui mediasi
c. Persentase berkas perkara yang @ 100% 100% 100%
diajukan Banding, Kasasi, dan PK
. secara lengkap dan tepat waktu _ 1
d. Persentase putusan perkara yang PN Bintuhan tidak berwenang
menarik perhatian masyarakat yang | menerima, memeriksa,
dapat diakses secara online dalam = mengadili dan memutus
wakiu 1 hari setelah diputus. perkara Tipikor
Meningkatnya akses @. Persentase perkara prodeo yang = 10% 0% 0%
peradilan bagi diselesaikan
masyarakat miskin b Persentase perkara yang PN Sengeti tidak memiliki
dan terpinggirkan diselesaikan di luar gedung | zetting plaatz
__pengadilan e i
c. Persentase Pencari keadilan | 100% 100% 100%
golongan tertentu yang mendapat
— layanan
Meningkatnya Persentase putusan perkara | 80% 100% 100%
kepatuhan terhadap perdata yang ditindak lanjuti
putusan Pengadilan (dieksekusi)



LAMPIRAN 7 : SK TIM PENYUSUNAN LKkjIP



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Jl. Pengadilan Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Bintuhan
Telp/Fax. (0739) 6180035/6180034

pengadilannegeribintuhan(@g

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERIL BINTUHAN
NOMOR : W8.U5/ #67KP.04.5/1/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Menimbang : & Behwa dalam rangka penerapan reformasi birokresi pada area alkuniabilitas
dan mewujudkan mangjemen perencansan kinerja di  lingkungan
Pengadilan Negeri Bintuhan, Maka Perlunya Penyususnan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKJIP) ;

b. Bahwa agar dalam penyusunan Lapordn Kinega Instansi Pemerintah
(LKjIP) tersecbut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suaiu
instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan
daelam peraturan perundang-undangan. maka perlu dibentuk Tim
Penyusunan LKjIP ;

c. Bzhwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang' perlu
membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemeriniah (LK[IP)
Tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Bintuhan ;

d. Bahwa nema-nama sebagazimana ferlampir delam surat keputuszn imi

dipandang cakap vntuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinetja
[nstansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negen Bintuhan.

Mangingas ¢ 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

3. Peraturan Pemerinteh Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Perawran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

th

Insruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Alkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:



Meneiapkan

Bertama

Ketiga

Peraturan Menteri Negara Peadayagunasn Aparatur Negara Nomor
09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
di inglkungan Instansi Pemerinah:

Peranwan Menteri Negars Pendavagunean Apsramy Neegara Nomor
20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan indikator Kinerja Utama:

Perawran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 i
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kirerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerjz Instantasi Pemerintah.

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun

2014 emiang Pemunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Taia
Cara Revio Afas Laporan kineria Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP} TAHUN 20i8
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN;

Menunjuk dan mengangkat PejubatPegawzi  yang DaMa-Nananya
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Kepwusan ini adalah Tim
Penyusunan Laporan Kinerja Instans: Pemerinizh ( LK;IP) pada Pengadilan
Negeri Bintuhan :

Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKGIP) Pengadilan
Negeri Bintuhan beriugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menvusua
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Nesgeri
Binfuhan ;

Keputusan ini muiai beriaku pada tanggal ditetapkan. dengan kStentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : BINTUHAN
Pada Tanoea! : 18 Januar 2018

Z KETUA PENGADILAN NEGER! BINTCHAN{/f
!




DAFTAR LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
Nomor: W8.US/ G /KP.04.5/1/2018
Tanggai : 18 Januari 2018

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LjKIP) TAHUN 2018
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Pelindung . KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
Kerua - KUKUHKURNIAWAN, S.H.MH
Sekrstaris . - HERIHERYANTO,S.IL
- ASTAWL SH.
- Bagian Pidana
Koordinator :  HADEPA ZUHLIL S.H.
Anggoia : 1. SEPTITRI WENI, SH
2. SUPRIADI
- DBagian Perdata
Koordinator :  HADI CANDRA. S.H.
Anggoiz 7 1. AHMAHANGG! NUGRAHA, SH.

2. MARYANTO

- Bagian Hukum
Koordinator :  SEPPI TRIANL S.H,
Anggota : 1. HARYA PUTERATAMA,SH
2. GUNAWAN SMITRI

- Bagian Umom dan Keuangan
Koordinater ¢ AVTIF PATUH RAHMAK, SKOM
Anggoia 3 1. LISTIKA RAHMA DANIA, S.H.
2. TATUDIN RONI
3. ROLITA PURNAMA SARL

- Bagian Kepegawaian

Koordinator . YENNI KOMALASARI S3. .
Anggota : LISTAM EFENDI
- Bagian Pelaporan, Tl dan : WINASTA PISCESA.S.H.
Perencanaan 5
Di tetapkan di . BINTUHAN
Pada Tanegal - 1B Januan 2018

%m:’rm PENGADILAN NEGERL Bf:rrt:—:.s_\'q
_-_-_._______;_-——--——» -
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